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Abstrak
Wahbah Zuhaili menggunakan metode Ushul fikih dalam menafsirkan hukum-hukum tentang perkawinan dalam hal ini permasalahan yang terkait dengan mahar, nafkah, poligami dan perceraian.Hal ini Tentunya tidak jauh berbeda dengan pendapat para ulama mazhab tentang perkawinan dan bagian-bagiannya. Selain itu semakin berkembangnya zaman tentunya hukum juga akan berkembang dari berbagai aspek khususnya di bidang perkawinan.
Muhammad Syahrur memberikan metode hermeneutika dalam menafsirkan hukum-hukum tentang perkawinan yang tentunya sedikit berbeda dengan pendapat Wahbah Zuhaili dan ulama  mazhab Hal ini dikarenakan perbedaan cara berpikir dan perbedaan metode penafsiran ayat suci Alquran serta berbeda dalam memahami setiap hukum-hukum yang ada di dalamnya.
Kita memahami bahwa nafkah itu memiliki bentuk yaitu Sandang pangan dan papan, apabila kita terlalu teks dengan aturan ini maka yang terjadi adalah kebutuhan dalam rumah tangga itu kurang terpenuhi sehingga apabila memahami konsep yang ditawarkan oleh Syahrur tentang batasan maksimal dan minimal. Sandang pangan dan papan ini merupakan batasan minimal atau kebutuhan primer dari setiap keluarga di zaman sekarang, jika ada kebutuhan primer maka ada kebutuhan sekunder yaitu itu seperti Kendaraan, alat elektronik seperti laptop HP dan lain sebagainya, di masa sekarang ini kebutuhan penunjang ini juga merupakan kebutuhan yang penting karena bisa menunjang pendidikan anak.
Dalam permasalahan poligami, selama ini bahwa asas daripada perkawinan yaitu monogami sehingga nya ketika seorang suami yang akan berpoligami itu harus memenuhi beberapa syarat menurut Muhammad Syahrur bahwa syarat tersebut meliputi dua hal yaitu syarat kualitatif dan syarat kuantitatif syarat kualitatif, istri yang dinikahi setelah istri pertama Haruslah janda yang memiliki anak sedangkan syarat secara kuantitatif yaitu batasannya adalah maksimal empat orang istri.




Abstrack
Wahbah Zuhaili uses the Ushul fiqh method in interpreting the laws regarding marriage in this case issues related to dowry, maintenance, polygamy and divorce. This is certainly not much different from the opinion of the scholars of the school of thought regarding marriage and its parts. In addition, as the times progressed, of course, the law would also develop from various aspects, especially in the field of marriage.
Muhammad Syahrur provides a hermeneutical method in interpreting the laws regarding marriage which is of course slightly different from the opinion of Wahbah Zuhaili and the scholars of this school of thought.
We understand that livelihood has a form, namely clothing, food and shelter, if we are too text with this rule then what happens is that the needs in the household are not fulfilled so that when we understand the concept offered by Syahrur about the maximum and minimum limits. Food and clothing and this board are the minimum limits or primary needs of every family today, if there is a primary need then there is a secondary need, such as vehicles, electronic devices such as HP laptops and so on, nowadays this supporting need is also a necessity. which is important because it can support children's education.
In the case of polygamy, so far, the principle of marriage is monogamy, so that when a husband is going to be polygamous, Muhammad Syahrur said that these conditions include two things, namely qualitative requirements and quantitative requirements. widows who have children, while the quantitative requirement is that the limit is a maximum of four wives.















A. Pendahuluan
Segala urusan kehidupan dan hubungan sosial diantara manusia tidak akan berlangsung dengan baik jika dalam pelaksanaannya tidak ditopang oleh akidah yang kuat cuma Akhlak Yang Mulia, dan juga sistem-sistem yang komprehensif. sistem tersebut mengatur setiap tingkah laku individu baik yang zohir maupun batin, mengatur tata tertib berumah tangga yang merupakan unsur utama terbentuknya masyarakat dan juga menetapkan tata aturan yang jelas bagi masyarakat yang hidup dalam sebuah negara.[footnoteRef:2] [2:  Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu, (Jakarta, Gema Insani: 2011) ., hal 16] 

Sehingga masyarakat selalu dalam kondisi aman stabil dan maju.dengan sistem tersebut negara mampu melindungi warganya dari berbagai penyakit yang timbul ditengah-tengah masyarakat. Keluarga merupakan susunan masyarakat yang paling kecil sehingga ketika dalam sebuah hubungan berumah tangga ketika baik maka masyarakatnya akan menjadi baik. Oleh sebab itu pemahaman tentang hukum keluarga tentunya harus diperhatikan oleh setiap Orang, Dimana Setiap orang wajib memahami Setiap aturan dalam rumah tangga.
Dengan cara seperti ini, maka disamping kita telah memenuhi tujuan syariat cuma kita juga telah memenuhi tuntunan dan kemaslahatan manusia titik dengan cara seperti ini maka penerapan syariat tidak terbengkalai dan juga penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip utama syariat atau hukum-hukum syariat yang tetap berdasarkan nash-nash syara'. mengamalkan masyarakat tentunya bukan dengan cara memantulkannya rumah melainkan dengan cara mentakhshiish mentakwil dan juga berijtihad dalam memahaminya. Dalam tujuan syariat hukum keluarga menjadi sangat penting karena di dalamnya nya Kita disuruh untuk melindungi keluarga kita dari api neraka yang mana hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam syariat yaitu melindungi agama, agama istri dan anak kita titik Selain itu juga kita melindungi harta benda yang ada dalam keluarga serta melindungi keturunan, dari kebodohan dengan cara memberikan pendidikan kepada anak.
Pemberian mahar dan nafkah sangat penting, untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga nafkah menjadi bagian wajib yang harus diberikan suami kepada istrinya.selain itu juga pembahasan penting lainnya yaitu seperti hanya poligami dan perceraian yang akan ditinjau dari dua tokoh pemikir yang luar biasa yaitu Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur.
B. Permasalahan
Bagaimana perbedaan pendapat Wahbah az-Zuhaili dengan Muhammad Syahrur tentang perkawinan?
C. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui perbedaan pendapat Wahbah az-Zuhaili dengan Muhammad Syahrur tentang perkawinan
D. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “trial and error”(suatu langkah kegiatan yang dilakukan untuk mencoba dan mencoba lagi).[footnoteRef:3] Dengan kata lain penelitian kepustakaan (library research) yaitu mencari dan mengumpulkan data dari bahan-bahan referensi seperti buku, diktat kuliah, dan makalah yang bersangkutan dengan topik yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu tentang mahar Penelitian library research ini dilakukan melalui penelaahan di perpustakan untuk mencari teori-teori dan konsep-konsep Wahbah az-Zuhaili dengan Muhammad Syahrur tentang perkawinan. [3:  Zainudin Ali, Metodologi Penelitian Hukum,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 11 ] 

E. Pembahasan
1. Metode Pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur
Metode tafsir Wahbah Zuhaili yaitu mengkompromikan antara ma’tsur dan ma’qul; yang ma’tsur adalah riwayat dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perkataan para Salafus Shalih sedang yang ma’qul adalah yang sejalan dengan kaidah-kaidah yang telah diakui yang terpenting di antaranya ada 3 Yang pertama penjelasan Nabawi yang shohih, dan perenungan secara mendalam tentang makna kosakata Al-Qur’an kalimat konteks ayat sebab-sebab turunnya ayat, dan pendapat para mujtahid, ahli Tafsir, dan ahli hadis kawakan serta para ulama yang tsiqah. Yang kedua memperhatikan wadah Al-Qur’an yang menampung ayat-ayat kitabullah yang mukjizat hingga kiamat, yakni bahasa Arab dalam gaya bahasa tertinggi dan susunan yang paling indah, yang menjadikan Al-Qur’an istimewa dengan kemukjizatan gaya bahasa, kemukjizatan ilmiah, hukum bahasa dan lain-lain. dimana tidak ada kalam lain yang dapat menandingi gaya bahasa dan metode nya bukti akan hal ini adalah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat al-Israa ayat 88, yang ketiga Memilah berbagai pendapat dalam buku-buku tafsir dengan berpedoman kepada maqosid syariat yang mulia yakni rahasia-rahasia dan tujuan-tujuan yang ingin direalisasikan dan dibangun oleh syariat.[footnoteRef:4] [4: Wahbah az-Zuhaili, at-Tafsiirul-Muniir: Fil Aqidah Wasy-Syariiah Wal Manhaj, (Damaskus: Darl Fikr, 2005)., Hal xiii] 

Metode yang Wahbah zuhaily tempuh ini, yaitu mengkompromikan antara matsur dan makbul yang benar diungkapkan oleh firman Allah subhanahu wa taala dalam surat an-nahl ayat 44 Kalimat pertama menerangkan tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam untuk menjelaskan, menakwilkan, dan mengaplikasikan secara nyata dalam lingkungan Madrasah Nabawi dan pembentukan pola kehidupan umat Islam titik sedangkan kalimat kedua menjelaskan jangkauan interaksi dengan kitabullah, dengan perenungan manusia tentang penjelasan Nabawi ini secara benar dan dalam umat serta dengan mengemukakan pendapat yang bijak yang muncul dari kedalaman penguasaan akan ilmu-ilmu keislaman serta pemahaman berbagai gaya bahasa Arab dan mengungkapkan sebatas Ijtihad yang dapat dicapai maksud Allah ta'ala kandungan ayat yang mulia ini menguatkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari Al miqdam Bin ma'dikarib ra, “ketahuilah bahwa aku diberi kitab (Al-Quran) dan diberi pula yang sepertinya” Artinya beliau diberi Al-Qur’an sebagai Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan diberi penjelasan yang seperti Al-Qur’an, sehingga beliau dapat meluaskan atau menyempitkan cakupan suatu ayat menambahkan dan menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur’an dan dalam hal kewajiban mengamalkan nya dan menerimanya, status penjelasan nabi Ini sama dengan ayat Al-Qur’an. hal ini dinyatakan oleh al-Khaththabi Dalam Ma’aalimus Sunan. Dengan kata lain, sunnah Nabawi berdampingan dengan Al-Qur’an dan melayaninya.[footnoteRef:5]  [5:  Ibid., hal xiv] 

Muhammad Syahrur pemikir liberal kontroversial dari Syria yang dijuluki sebagai Imanuel Kanya dunia Arab dan Martin Luther nya dunia Islam adalah seorang intelektual yang memiliki kesadaran kritis di atas. ia dengan keras dan tajam mengkritik konservatisme pemikir Islam dan berusaha mendekonstruksi pemikiran klasik yang masih tertanam kuat dalam pengetahuan dan kesadaran umat Islam dengan lantang ia menyerukan kepada segenap umat Islam untuk membedah dan menguliti pemikiran Islam selama ini sampai ke akar-akarnya yang paling dalam yakni sistem pemikiran etis yang dianut oleh umat Islam hingga sekarang ini; ulama Islam konservatif yang mengklaim memiliki otoritas keagamaan tidak lain hanyalah para penjaga gawang kebenaran yang tak menemukan basis epistemologis nya dalam realitas dalam hal penafsiran dan pemikiran keagamaan.[footnoteRef:6] [6: Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015)., hal xiv] 

Bagi Syahrur kebenaran sebuah pemikiran utamanya yang dihasilkan dari produk pembacaan atas kitab suci Al-Qur’an hanya bisa dianggap benar dan valid jika sesuai dengan relevan dengan konteks realitas umat Islam sekarang ini.sehingga dengan rasa heran ia mempertanyakan bagaimana mungkin produk pemikiran konservatif akan bisa relevan dan menemukan basis epistemologi dalam realitas sekarang, jika mereka masih mempertahankan ortodoksi Nalar klasik yang hadir beberapa abad yang lalu
Namun demikian syahrur bukanlah pemikir latah yang hanya bisa melemparkan bola panas pemikiran ke tengah-tengah masyarakat tanpa dasar pengetahuan yang kokoh sebagaimana banyak dilakukan oleh pemikir lain setidaknya ada 4 buku Alkitab wa Al-Quran qiroah muasiroh, dirasah Islamiyah mu'ashirah fi ad-daulah wa al-mujtama, Al Islam Wa al iman Man zumat al-qiyam dan Nahwa usul jadidah alfikih al-Islami, kita bisa melihat keseriusan Syahrur dalam menggarap dan menuntaskan gagasannya. dalam buku bukunya itu ia meramu gagasan dengan dasar filsafat yang ia gali dari para filosof barat dan timur seperti Kant, Hegel, Karl Marx, Ibnu Rusyd, Charles Darwin, dan lain-lain. dari merekalah Sahrul merefleksikan dan menghasilkan gagasan yang mencengangkan lebih jauh dari itu ia juga melengkapi metodologinya dengan matematika modern titik sehingga tidaklah berlebihan jika Andreas menyatakan bahwa sahur sebenarnya menggunakan pendekatan defamiliarization Atau Penidakebiasaan karena pemikiran Sahrul memang asing bagi telinga yang sudah sesak dan penuh dengan wacana Ortodoks klasikkhusus dalam jurnal ini penulis mencoba merefleksikan pemikiran syahrur dengan mendasar serta menyuguhkan satu modal pembacaan, khususnya yang terkait dengan isu-isu perkawinan seperti mahar, nafkah, poligami, dan perceraian.  
Dalam masalah poligami Muhammad Syahrur, baginya poligami diperbolehkan asal memenuhi dua syarat yang pertama istri yang kedua ketiga dan keempat haruslah janda yang memiliki anak yatim dan yang kedua adanya rasa khawatir tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim. dengan tegas ia menyatakan sebagaimana yang ada dalam Al-Qur’an bahwa seseorang dilarang berpoligami jika istri ke-2 ke-3 dan ke-4 nya masih perawan atau janda tapi belum memiliki anak titik baginya, hal itu bukan poligami yang dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semua itu tentu demi kemaslahatan sosial umat Islam sendiri secara umum, dan dengan penghargaan terhadap perempuan dan anak-anak yatim secara khusus.[footnoteRef:7] [7:  Ibid., hal xv] 

ini hanya sebagian kecil produk pemikiran Muhammad Syahrur dan masih banyak lagi yang akan anda dapatkan dalam pemikiran-pemikiran Muhammad Syahrul Misalnya saja tentang nafkah rumah perceraian dan lain sebagainya penting untuk ditegaskan bahwa pemikiran Muhammad Syahrul utamanya adalah pemikiran yang dipahami oleh umat Islam yang mana mereka mau terbuka dengan pemikiran tersebut. 
2. Mahar dan Nafkah
Maskawin atau mahar dalam istilah Arab disebut ash-shadaq yang berasal dari kata ash-shidq, untuk menunjukkan ungkapan perasaan betapa kuatnya cinta (keinginan) sang suami terhadap isteri. Kata ini mempunyai tujuh bahasa dan delapan nama yaitu : shadaq, mahr, nihlah, faridhah, hiba’, ajr, uqr, dan ‘alaiq.[footnoteRef:8]Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebgai imbalan dari sesuatu yang diterima.[footnoteRef:9]Para ulama mazhab mengemukakan beberapa definisi, yaitu:[footnoteRef:10] [8: Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h.706-707]  [9:  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 85]  [10: Wahbah Az-Zuhaili, Opcit, h. 230-231] 

a.	Mazhab Hanafi yang mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad perkawinan ataupun persetubuhan. Menurut Imam Abu Hanifah mahar merupakan kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah.[footnoteRef:11] [11:  Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: Academia, 2005), h. 139] 

b.	Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang isteri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.
c.	Mazhab Syafi’i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab perkawinan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.
d. 	Mazhab Hambali mendefinisikannya sebagai pengganti dalam akad Perkawinan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim. Atau pengganti dalam kondisi perkawinan, seperti persetubuhan yang memiliki syubhat, dan persetubuhan secara paksa. 
Mahar adalah imbalan yang diberikan dalam Perkawinan atau semacamnya melalui ketetapan pemerintah atau sesuai kesepakatan mempelai laki-laki dan wanita. Imbalan ini disebut juga shadaq, karena mengisyaratkan ketulusan maksud suami untuk mempersunting isterinya.[footnoteRef:12] Jika istri menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan.[footnoteRef:13]Mahar merupakan pengaruh harta yang penting dalam akad nikah.[footnoteRef:14] [12: Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fiqih Sunah Untuk Wanita, (Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007), h.663]  [13: Abdul Rahman Ghazali, Op.cit, h. 84]  [14: Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, (Jakarta: AMZAH 2011), h. 174] 

Islam memperbolehkan seorang suami memberi mahar dalam bentuk apapun, dengan nilai serendah mungkin yang penting memiliki nilai meski pun tidak besar yang penting kedua belah pihak ridho dan rela atas mahar tersebut.Namun demikian ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam pemberian mahar kepada calon isteri. Mahar yang diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[footnoteRef:15] [15: Abdul Rahman Ghozali, Op.cit, h. 87] 

a. Harta/bendanya berharga.
Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar.Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.[footnoteRef:16] [16:  Wahbah Zuhaili, Op.cit, h. 236] 

b. Barangnya suci dan dapat diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.[footnoteRef:17] [17: Ibid,h. 240] 

c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. 
d. Bukan barang yang tidak jelas keberadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.
e. Mengajarkan al-Qur’an boleh dijadikan mahar, menurut pendapat Maliki dan Syafi’i, sedangkan menurut pendapat mazhab Hanafi, tidak boleh dijadikan sebagai mahar.[footnoteRef:18] [18:  Abdurrahman ad dimasyqi, Op.cit, h. 334] 

f. Segala yang dapat dijadikan harga dalam penjualan boleh dijadikan mahar. Demikian menurut jumhur ulama.
	Dalam pendapat yang lain mahar ditetapkan tiga syarat yaitu:[footnoteRef:19] [19: Wahbah Az-Zuhaili, Op.cit, h.237-238] 

	Pertama, merupakan suatu barang yang bisa dimiliki dan dijual (emas), barang-barang, dan yang sejenisnya. Tidak boleh memberikan mahar yang berupa khamar, babi, dan yang selain keduanya yang tidak bisa dimiliki.
	Kedua, harus sesuatu yang diketahui. Karena mahar adalah pengganti pada hak yang diberikan ganti, maka dia menyerupai harga barang jadi tidak boleh dengan sesuatu yang tidak diketahui, kecuali dalam Perkawinan tafwidh, yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad diam ketika ditetapkan mahar didalam akad. 
	Ketiga, terbebas dari tipuan. Mahar tidak boleh berupa budak yang tengah kabur, unta yang tersesat, atau barang yang menyerupai keduanya.
		Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya sepotong emas, atau sekarung gandum. Kalau tidak bisa diketahui dari berbagai segi yang memungkinkan diperoleh penetapan jumlah mahar, maka menurut seluruh Madzhab kecuali Maliki, akad tetap sah, tetapi maharnya batal. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa, akadnya fasid (tidak sah) dan di-faskh sebelum terjadi percampuran. Tetapi bila telah dicampuri, akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar mitsil.[footnoteRef:20] [20:  Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Terj. Afif Muhammad (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), h. 365] 

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa seorang suami wajib untuk membayar mahar kepada calon Istrinya.Wahbah menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para suami untuk memberikan kepada para istri mahar mereka dengan penuh kerelaan.[footnoteRef:21]Menurut Syahrur bahwa Allah SWT telah mewajibkan pemberian sesuatu kepada perempuan calon istri, yaitu mahar.Allah memberikan penekanan khusus pada sifat dasar pemberian ini disebut nihlah.[footnoteRef:22]Dalam bahasa arab, terma nihlah berarti pemberian tanpa syarat atau disebut dengan hadiah. Pemberian yang menjadi kewajiban seorang laki-laki kepada calon istrinya, baik dalam jumlah besar atau kecil ini disebut Syahrur menyebutnya sebagai ‘hadiah simbolik’.[footnoteRef:23] [21:  Wahbah Zuhaili, at-Tafsirul –Munir: fil-‘Aqidah Wasy-Syarii’ah wal Manhaj, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 574]  [22:  MuhammadSyahrur, Op.Cit, h.603]  [23: Ibid, h.604] 

Nafkah adalah memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pengobatan istri (jika sakit), jelasnya nafkah merupakan pemberian dari suami yang wajib diberikan kepada istri karena ikatan perkawinan yang sah.[footnoteRef:24]Besarnya nafkah berdasarkan keadaan ekonomi suami dan tidak bisa dipaksakan sesuai dengan kehendak istri.[footnoteRef:25] [24:  Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3, alih bahasa Nur Hasanudin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 55 ]  [25:  Enizar, Hadits Hukum Keluarga I, (Lampung: STAIN Press Metro, 2008), h. 119 ] 

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa nafkah merupakan hak materil yang harus diterima oleh istri.[footnoteRef:26]Wahbah menjelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya.Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa nafkah wajib dalam tiga hal; yaitu sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal), selagi istri taat kepada suaminya, maka wajib bagi seorang istri untuk terus menafkahinya. Tetapi apabila ia membangkang maka tidak wajib suami memberikan nafkah.  [26:  Wahbah Zuhaili, Op.Cit, h.6624] 

Apabila kita memahami konsep batasan Syahrur maka dapat ditetapkan permasalahan mengenai nafkah menggunakan metode batasan minimal dan batasan maksimal bahwa nafkah ini berubah dengan perkembangan zaman di mana metode minimalnya yaitu sandang pangan dan papan yang mana Ini sudah ada sejak zaman dahulu (kebutuhan primer) hanya saja, di zaman saat ini metode penetapan nya menjadi berubah yaitu ada batasan lebih dari pada sandang pangan dan papan. Bahwa istri juga berhak mendapatkan kendaraan dan juga berhak mendapatkan alat komunikasi (kebutiuhan sekunder) Hal ini tentunya bertujuan untuk kesejahteraan sebuah hubungan keluarga dengan terpenuhinya kebutuhan pokok dalam rumah tangga.
3. Poligami 
Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa para suami sulit untuk bisa berbuat adil pada sisi persetubuhan dan nafkah dalam perkawinan dengan dua, tiga, atau empat orang istri.Satu orang istri saja adalah perbuatan yang paling dekat kepada ketidakjatuhan kamu ke dalam perbiatan yang zalim.[footnoteRef:27]Jika demikian pembatasan kepada empat orang istri adalah suatu keadilan yang moderat serta melindungi para istri dari ketidakadilan. [27: Ibid, h. 6626] 

Muhammad Syahrur dengan teori limidnya (nadzariyah al-hudud), menegaskan bahwa persoalan poligami terdiri dari batasan minilal (al-had al adna) dan batasan maksimal (al-had al-a’la). Menurut Syahrur batasan minimal dari suatu pernikahan adalah seorang istri.Artinya disini perbuatan seseorang yang berada dibawah batas minimal itu, tidak diperbolehkan dalam Islam, seperti seorang yang tidak menikah.Sementara batasan maksimalnya menurut Syahrur adalah empat orang istri.[footnoteRef:28]Secara syarat kuantitas sedangkan untuk syarat kualitas istri keduaa, ketiga dan keempat ialah janda yang memiliki anak.Sedangkan Wahbah az-Zuhaili memperbolehkan menikah istri yang kedua sampai keempat itu gadis ataupun janda. [28:  Azni, Poligami dalam hukum keluarga islam di Indonesia dan Malaysia., (Riau: Suska Pres, 2015), h. 57] 

4. Perceraian
Perceraian dalam bahasa fiqh disebut dengan talak, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan arti talak menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan.[footnoteRef:29]Termasuk di antara kalimat talak adalah kalimat naaqatun thaaliqun, maksudnya dilepaskan tanpa dengan kekangan. Juga dengan kalimat asiirun muththaliqun, yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya, akan tetapi tradisi mengkhususkan talak dengan pengertian lepasnya ikatan secara perkawinan. Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa talak berada ditangan suami. [29:  Wahbah Zuhaili, Op.Cit, h.6634] 

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama (sejajar) dalam mengajukan perceraian. Mengingat pentingnya hal ini, perceraian yang disampaikan lewat lisan tidak sah.[footnoteRef:30] Jika seorang suami berkata kepada istrinya “aku menceraikan kamu” ucapan ini tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali karena perceraian dinyatakan sah jika dinyatakan di hadapan pengadilan. [30:  Muhammad Syahrur, Op.Cit,h.623] 















Kesimpulan
Berdasarkan apa yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa permasalahan, memiliki perbedaan pendapat dalam bidang perkawinan yaitu  mahar nafkah, poligami dan perceraian. dimana kedua tokoh ini memiliki konsep pemikiran yang berbeda, Wahbah Zuhaili menggunakan metode usul Fiqih dalam menerapkan hukum-hukum syariat termasuk di bidang perkawinan.
Sedangkan Muhammad Syahrur menggunakan metode  hermeneutika dalam menjelaskan isi kandungan yang ada di dalam Alquran khususnya dalam hal ini ini yaitu itu di bidang perkawinan. di mana  Muhammad  Syahrur berpendapat mengenai mahar, nafkah,  poligami dan perceraian. apabila memahami konsep batasan  secara kuantitatif persyaratan seseorang yang akan melakukan poligami maka Muhammad Syahrur dan Wahbah Zuhaili memiliki pendapat yang sama yaitu itu kata sandi maksimalnya adalah 4 orang istri hanya saja mereka berbeda pandangan terkait dengan syarat kualitatif secara kualitas menurut Muhammad Syahrur,  istri yang dinikahi setelah istri pertama yaitu istri kedua, ketiga dan keempat haruslah seorang janda yang memiliki anak.
Perbedaan pandangan kedua tokoh ini berlanjut ke perceraian,  Menurut Wahbah Zuhaili bahwa talak yang di tangan Hakim itu Kurang berfaedah karena talak itu haruslah di tangan suami. sebaliknya Menurut Muhammad Syahrur, suami dan istri memiliki hak yang sama apabila ingin mengajukan perceraian ke pengadilan sehingga disini Hakim berhak memutuskan aperkara dalam permasalahan perceraian
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